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ABSTRAK

Hakim  mempunyai  kebebasan  mutlak  menjatuhkan  putusan  terhadap  suatu
perkara.  Dalam  memutus  suatu  perkara,  terdapat  tiga  macam  bentuk  putusan
hakim  yang  terdapat  di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana
(KUHAP) yang diatur oleh Pasal 191 Ayat (1), (2) dan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP
yang meliputi, putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala
tuntutan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah berdasarkan alasan-
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta adanya keyakinan
hakim. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dasar  pertimbangan  hakim
dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle
rechtsvervolging) serta apakah putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang
berlaku.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  yang  bersifat  deskriptif
dengan menggunakan jenis data sekunder. Penelitian normatif dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang membahas tentang putusan
lepas  dari  segala  tuntutan  hukum.  Adapun  data  sekunder  yang diambil  adalah
Putusan  Nomor  53  Pid.  B  2017  Pengadilan  Negeri  Bukittinggi.  Bahan-bahan
tersebut  kemudian  disusun  secara  sistematis,  dikaji  dan  ditarik  kesimpulan
terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini, menemukan bahwa; (1).
Putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum merupakan  putusan  yang  diberikan
apabila  perbuatan  yang didakwakan terbukti  tetapi  bukan suatu  tindak pidana.
Dalam hal ini adanya keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat
dihukum.  (2).  Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  lepas
adalah adanya alasan pembenar  sesuai  dengan Pasal  50 dan Pasal  51 ayat  (1)
KUHP yaitu dalam hal ini notaris melaksanakan ketentuan undang-undang serta
melaksanakan perintah jabatan, serta adanya pengaturan undang-undang Jabatan
Notaris  dimana  notaris  hanya  dapat  dikenai  sanksi  perdata  atau  sanksi
administrasi. (3). Kesesuaian penjatuhan putusan lepas dikaitkan dengan peraturan
perundang-undangan sudah tepat,  karena didasarkan oleh bukti-bukti  yang ada
serta  didapat  keyakinan  hakim  bahwa  terdakwa  melakukan  hal  tersebut
berdasarkan perintah jabatan dan untuk melaksanakan undang-undang


